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DPR & Pemermtan Ubah Postur APBN 2027

Kementerian Rame-rame
Minta Tambah Anggaran

BADAN Anggaran (Bangpar] DFR
dan Pemerintah menyepakati pe
ubahan postur sementara RAPBN
2027 dengan menaikkan belanja dan
pendapatan negara. Penyesuaian
lersebut dilakukan setelah sejumlah
kementerian/lembaga ramai-ramai
mengajukan tambahan anggaran
Dalam perubahan postur Ran
cangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2027,
belanja negara naik Rp Y1 triliun dari
pengajuan sebelumnya Rp 4.0972
triliun menjadi Rp 4.106,3 triliun.
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Penambabian belanja selurubnya
dialokasikan untuk kementerian/
lembaga, sedangkan belanja nonke
menierian/lembaga dan Transfer ke
Daerah (TKD) tidak berubah,
Kenaikan belanja tersebut diiku
ti peningkatan target pendapatan

negara sebesar Rp 9,1 triliun, dari Rp
34351 triliun menjadi Rp 34442
triliun. Tambahan penerimaan ber
asal dari perpajakan, kepabeanan
dan cukai, serta Penerimaan Negara
Bukan Pajak {PNBP).

“Defisit APBN tetap Rp 671.2 tr-
liun-atau 2.4 persen terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB)," ujar Ketua
Banggar DPR Said Abdullah dalam
rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta,
Senin (7192026},
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Rinclannya, target penerimaan
perpajakan meningkat darl Rp 2.508
triliun menjadi Rp 2912 triliun stau
bertambah Rp 4 triliun. Lebih rinci,
penerimaan pajak naik Rp 2 triliun
menjadi Rp 2.593,4 triliun, sedangkan
kepabeanan dan cukai naik Rp 2 triliun
menjadi Rp 3186 triliun.

Sementara itu, PNBE meningkat
dari Rp 517.4 triliun menjadi Rp
522,5 triliun atau nak Rp 5.1 triliun.
Adapun penerimaan hibah tidak me-
ngalami perubahan dan etap sehesar
Rp 0.7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suaha
sil Nazara menilai. kenakan target
pendapatan negara sebesar Rp 9.1
triliun masih dalam batas wajar.
Penyesuaian tersebut sejalan dengan
pembahasan Panitia Kerja (Panja)
Banggar DR dan Pemerintah yang
mengacy pada asumsi pertumbuhan
ehonami sebesar § persen.

Terkait PNBE. Suahasil mengatakan,
terdapat ekspektasi kenaikan harga
komoditas serta asumsi nilai tukar

rupiah yang turut mendukung pening
Katan penerimaan. Pemerintah antara
lain menggunakan asumsi Indonesian
Crude Price {ICP) sebesar 75 dolar
AS per barel dan nilai tukar rupiah
Rp17 500 per dolar AS.

"PNBP Kan lihat juga harga komodi
fas dan kurs. Dari peningRatan itu, ka-
mi lihat bagus pastur (anggaran) yang
Kami miliki, " kata Suahasil i Gedung
DPR, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Suahasil mengatakan, pembahasan
mengenal postur belanja Pemerintah
masth akan dilamjutkan dalam rapat
panja antara Banggar DPR dan
Pemerintah. la belum merinci ke
menterian/embaga vang memperaleh
tambaban anggaran sehesar Rp 9.1
friliun tersebut,

"Nt kami lihat juna sebaranmya
grimana darf hasil panja nanti, [tu nanti
didetailkan per belanja K/L, " Katanya.

Sementara ifu, Menteri Keuangan
Puraya Yudhi Sadewa mengatakan,
keterbatasan anggaran membuat
Pemerintah tidak dapat memenuhi
seluruh permintaan tambahan ang
garan kementerian/lembaga untuk
2027, Menurut dia, Pemerintah harus
menentukan prioritas agar tambahan
anpgaran memberikan dampak opti

mal bagi perekonomian.

‘Nogaklah. Kalau kita uangnya
banyak kayak di surga, ya saya kasih
semua. [ni kan ada keterbatasan.'
kata Purbaya di Gedung DPR. Jakarta,
Senin (119 2020).

Menurut Purhaya, keterbatasan
anggaran mengharuskan Pemerintah
memilib program yang menjadi priori
fas dan memberikan manfaat terbesar
bagi perekonomian. ' Jadi kita mesti
pilih yang mana yang paling optimal
huat perekonomian. T yang sedang
kifa lakukan," tegasnya.

Namun. Purbaya mengatakan, tam
hahan anggaran untuk penanganan ben
cana alam akan mendapatkan perlakuan
hustss, Pernerintah akan menyesuakan
alokasi berdasarkan keburuhan dan per
minfaan dari Badan Nasional Penang
gulangan Bencana (BNPE).

‘Kalau it tergantung permin
taan Badan Nasional Penangpulangan
Bencana (BNPB). Jadi kalau untuk
hencana treatment nya beda. Bukan
untuk foya fova, untuk mengurangi
penderitaan yang dialami oleh masya
rakat, kita akan usahakan semaksimal
mungkin," kata Purbiaya.

Menurutnya, hesaran tambahan
angaaran penanganan bencana akan

bergantung pada permintaan BNPB.
Hingga saat ini, ENPB belum me
ngajukan permintaan tambahan dan
masih memiliki anggaran vang siap
digunakan hampir Rp 1 triliun.

Purbava memastikan, Pemerintah
akan menambah anggaran apabila
diperlukan untuk penanganan ben
cana. 'Kalau ditambah lagi kalau ada
perminiaan, va kita tamhah. " ujarnya.

Pemerintah, lanjut Purbaya, tidak
menetapkan batas maksimal anggaran
yang dapat dialokasikan untuk pe
nanganan bencana. Besaran anggaran
akan disesuaikan dengan kebutuhan
di lapangan.

Kita lihat sestai dengan kebunuhan,
asal nggak ngarang ngarang aja kebu
tubannya. Mudah-mudahan ngpak ada
bencana lagi ya. Intinya kita siapkan
uang yang cukup," katanya.

Sebelumnya, sejumlah kementerian/
lembaga mengajukan permintaan tam
hahan anggaran untuk tahun anggaran
2027, Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah mengajukan tamha
han Rp 157,76 uiliun, Kementerian
Sekretariat Negara Rp 6,6 triliun, Ke
menterian Hukum Rp 837.18 miliar,
dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Rp 774,53 miliar. m MENFAQ
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